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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dijabarkan pada bab 

pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dinas PRKPLH telah melaksanakan perannya meskipun belum maksimal, 

dalam pengendalian pencemaran air akibat pertambangan emas Ilegal di 

Kabupaten Tanah Laut dalam bentuk sebagai berikut: 

a. Melakukan pengawasan terhadap pengendalian pencemaran air akibat 

pertambangan emas ilegal di Kabupaten Tanah Laut dengan 

menindaklanjuti pelaporan yang diadukan oleh masyarakat Kabupaten 

Tanah Laut baik laporan secara langsung ke Kantor Dinas PRKPLH 

maupun melalui website Dinas PRKPLH; 

b. Melakukan tindakan pencegahan melalui sosialisasi kepada 

masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, 

termasuk menjaga kualitas air sungai karena air sungai dipergunakan 

sehari-hari oleh masyarakat sekitar. Selain tindakan preventif yang 

dilakukan oleh Dinas PRKPLH melalui sosialisasi tersebut, Dinas 

PRKPLH Kabupaten Tanah Laut juga melakukan pelaporan 

kekepolisian terhadap aktivitas pencemaran air tersebut sebagai upaya 
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melalui jalur hukum agar memberikan efek jera terhadap oknum-

oknum tertentu tersebut akibat aktivitas yang mereka 

2. Belum maksimalnya peran Dinas PRKPLH dalam pengendalian 

pencemaran air akibat pertambangan emas ilegal di Kabupaten Tanah Laut 

disebabkan oleh kendala sebagai berikut:  

a. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dinas PRKPLH dalam 

melakukan penanganan pencemaran air di Kabupaten Tanah Laut; 

b. Kurangnya sarana dan prasarana bagi Dinas PRKPLH untuk 

menangani pencemaran air di Kabupaten Tanah Laut baik dari segi 

teknologi hingga transportasi; 

c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian 

lingkungan hidup yang mana masih banyak masyarakat yang 

membuang limbah rumah tangga di sungai; 

d. Masih banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai penambang emas 

liar. 

B. Saran 

1. Dinas PRKPLH Kabupaten Tanah Laut perlu lebih menjaga kelestarian 

lingkungan hidup khususnya kualitas mutu air. Dinas PRKPLH Kabupaten 

Tanah Laut harus secara tegas melaksanakan perannya dalam 

pengendalian pencemaran air tersebut, baik dari segi sanksi hukum yang 

dijatuhkan pada oknum-oknum tertentu yang melakukan pencemaran air 
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tersebut hingga melakukan kerja sama terutama dengan kepolisian sebagai 

penegak hukum untuk memberikan efek jera bagi oknum-oknum tertentu 

tersebut. 

2. Bagi masyarakat, diperlukan kesadaran dalam menjaga kelestarian 

lingkungan hidup khususnya menjaga kualitas mutu air sungai ditempat 

masyarakat tersebut tinggal. Air sungai sebagai sumber utama pemenuhan 

kebutuhan air bagi masyarakat secara gratis harus dijaga dengan baik, 

karena tidak hanya berakibat atas tercemarnya air sungai namun juga 

berdampak pada kesehatan masyarakat itu sendiri; 

3. Bagi penambang emas ilegal, diharapkan agar menghentikan tindakan 

penambangan emas ilegal tersebut karena memiliki dampak yang sangat 

buruk terhadap kelestarian lingkungan hidup. Salah satunya adalah 

turunnya kualitas mutu air sungai yang dijadikan tempat untuk memproses 

hasil emas yang didapatkan dari penambangan tersebut, padahal air sungai 

menjadi sarana bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari warga sekitar 

sungai tersebut. 
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